
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa perangkat daerah merupakan pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

b. bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,
diperlukan uraian tugas;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan tugas jabatan, perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Jabatan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

5.5. Peraturan  Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
268);

7.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.



8. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutunya disebut
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjarnegara.
14. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut

Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di
Kabupaten Banjarnegara.

15. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya
disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjarnegara.

17. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat DPKPLH adalah Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

19. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banjarnegara.

20. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  yang
selanjutnya disebut Dinsos PPPA  adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Banjarnegara.

21. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu  yang selanjutnya disebut Disnaker PMPTSP  adalah Dinas
Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjarnegara.

22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut
Dindukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banjarnegara.

23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana  yang selanjutnya disebut Dispermades PPKB
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Banjarnegara.

24. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.

25. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banjarnegara.

26. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Disarpus
dalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara.

27. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disparbud
adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Banjarnegara.

28. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan   yang selanjutnya
disebut Distankan dan KP  adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan
Ketahanan Pangan  Kabupaten Banjarnegara.



29. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di
Kabupaten Banjarnegara..

30. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Kabupaten Banjarnegara.
31. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu
Dinas dan Satpol PP di Kabupaten Banjarnegara.

32. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya
disebut Baperlitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

33. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

34. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.

35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat
Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banjarnegara.

37. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Kabupaten Banjarnegara.
38. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah

unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu
Badan di Kabupaten Banjarnegara.

39. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
40. Camat adalah Camat Kabupaten Banjarnegara.
41. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk

membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
42. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Perangkat
Daerah yang terdiri dari :
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Perhubungan;



11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
14. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.
e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banjarnegara :
a. Nomor 22 Tahun 2021  tentang Uraian Tugas Jabatan   Sekretaris Daerah

Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2021  Nomor 22);

b. Nomor 21 Tahun 2021  tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 21);

c. Nomor 50 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan Inspektorat
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2017 Nomor 50);

d. Nomor 51 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 51);

e. Nomor 52 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2017  Nomor 52);

f. Nomor 53 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 53);

g. Nomor 79 Tahun 2019  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
Nomor 79);

h. Nomor 55 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 55);

i. Nomor 76 Tahun 2019  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
Nomor 76);

j. Nomor 77 Tahun 2019  tentang Uraian Tugas Jabatan  Dinas Tenaga
Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor
77);



k. Nomor 60 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 60);

l. Nomor 78 Tahun 2019  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019  Nomor 78);

m. Nomor 63 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas
Perhubungan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 63);

n. Nomor 64 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 64);

o. Nomor 66 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 66);

p. Nomor 67 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 67);

q. Nomor 81 Tahun 2019  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas Pertanian,
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019  Nomor 81);

r. Nomor 73 Tahun 2019  tentang Uraian Tugas Jabatan   Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019  Nomor 73);

s. Nomor 70 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 70);

t. Nomor 71 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
Nomor 71);

u. Nomor 72 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan   Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 72);

v. Nomor 66 Tahun 2020  tentang Uraian Tugas Jabatan   Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020  Nomor 66);

w. Nomor 67 Tahun 2020  tentang Uraian Tugas Jabatan   Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2020  Nomor 67);

x. Nomor 76 Tahun 2017  tentang Uraian Tugas Jabatan  Kecamatan (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017  Nomor 72);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-11-2022

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-11-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 37

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH PARAF
SEKDA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM
JFT



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN PERANGKAT DAERAH

URAIAN TUGAS JABATAN PERANGKAT DAERAH

A. SEKRETARIAT DEARAH
1. Sekretaris Daerah

a. merumuskan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan
daerah dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal
maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

c. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah;

e. mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan
daerah;

f. mengarahkan dan mengendalikan pelayanan administrasi
Pemerintah Daerah;

g. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan Aparatur Sipil
Negara pada instansi daerah agar terwujud Aparatur Sipil
Negara yang profesional;

h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kebijakan daerah;
i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Setda;
k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di Setda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan daerah bidang

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum, unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan,
kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan,
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungaan
anak, tenaga kerja dan transmigrasi, penanaman modal,
kesatuan bangsa dan politik, sub urusan kebencanaan
kecamatan serta pelayanan administrasi di lingkungan Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam
melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan daerah
bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum, unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan,
kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan,
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungaan
anak, tenaga kerja dan transmigrasi, penanaman modal,
kesatuan bangsa dan politik, sub urusan kebencanaan
kecamatan serta pelayanan administrasi di lingkungan Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraaan pembinaan dan
fasilitasi kebijakan daerah bidang Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat dan Hukum, unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan
kearsipan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungaan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, penanaman
modal, kesatuan bangsa dan politik, sub urusan kebencanaan
kecamatan serta pelayanan administrasi di lingkungan Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;



f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemantauan dan
evaluasi kebijakan daerah bidang Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat dan Hukum, unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintah daerah, urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan
kearsipan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungaan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, penanaman
modal, kesatuan bangsa dan politik, sub urusan kebencanaan
kecamatan serta pelayanan administrasi di lingkungan Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Bagian Pemerintahan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan konsep kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta
kerjasama dan otonomi daerah;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bagian
Pemerintahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;

f. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;

g. melaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama
dan otonomi daerah;

h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi kebijakan
daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;



i. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama
dan otonomi daerah;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal pemerintah di Bagian
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian

Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan bahan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bagian
Kesejahteraan Rakyat agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

f. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat;

g. melaksanakan kebijakan daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

i. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal pemerintah di Bagian
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan



m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 3. Kepala Bagian Hukum
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Hukum

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan konsep kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bagian
Hukum agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

f. merumuskan bahan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

g. melaksanakan kebijakan daerah dibidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi kebijakan
daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

i. merumuskan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan daerah bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi
Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa, urusan
pemerintahan bidang energi sumber daya mineral,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan,
pertanian dan perikanan, pangan, unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta pelayanan administrasi di lingkungan
asisten perekonomian dan pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam
melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan daerah
bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi
Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa, urusan
pemerintahan bidang energi sumber daya mineral,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan,
pertanian dan perikanan, pangan, unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta pelayanan administrasi di lingkungan
asisten perekonomian dan pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi
tugas Perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan
Jasa, urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan,
pertanian dan perikanan, pangan, unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta pelayanan administrasi di lingkungan
asisten perekonomian dan pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan
Jasa, urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pariwisata dan kebudayaan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan,
pertanian dan perikanan, pangan, unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta pelayanan administrasi di lingkungan
asisten perekonomian dan pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan konsep kebijakan daerah di bidang
pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan
sumber daya alam;

f. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan
sumber daya alam;

g. melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;



h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi kebijakan
daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan
sumber daya alam;

i. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian,
dan sumber daya alam;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal pemerintah di Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3. 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian

Administrasi Pembangunan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan konsep kebijakan daerah bidang di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi
dan pelaporan;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bagian
Administrasi Pembangunan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
daerah di bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan;

f. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan;

g. melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyusunan
program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

i. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal pemerintah di Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;



k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3. 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan  kebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

f. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

g. melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi kebijakan
daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

i. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal pemerintah di Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan



tugas dan fungsinya.
3. 3. 1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa guna terwujud sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

e. menyusun konsep laporan hasil inventarisasi paket
pengadaan barang/jasa;

f. menyusun bahan riset dan analisis pasar barang/jasa;
g. menyusun konsep strategi pengadaan barang/jasa;
h. menyusun bahan pengelolaan dokumen pemilihan beserta

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan;

i. menyusun konsep laporan hasil pemilihan penyedia
barang/jasa;

j. menyusun konsep katalog elektronik lokal/sektoral;
k. melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan

kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
l. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pemerintah;
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 3. 2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa guna terwujud sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



c. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;

f. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

g. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasi pengadaan barang/jasa;

h. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh UKPBJ;

i. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

j. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
k. melaksanakan pengelolaan informasi manajemen

barang/jasa hasil pengadaan.
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 3. 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa guna terwujud sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun bahan pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah;

f. menyusun bahan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g. menyusun bahan pembinaan hubungan dengan para



pemangku kepentingan;
h. menyusun bahan pengelolaan dan pengukuran tingkat

kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
i. melaksanakan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa;
j. melaksanakan pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa;
k. menyusun bahan pengembangan sistem insentif personel

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
l. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan

secara elektronik;
m. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja

pengadaan barang/jasa pemerintah;
n. menyusun bahan bimbingan teknis, pendampingan,

dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa
pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, dan desa;

o. menyusun bahan bimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa pemerintah;

p. menyusun bahan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi;

q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

s. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Asisten Administrasi Umum
a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan daerah bidang

umum dan komunikasi pimpinan, organisasi, unsur penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepegawaian serta
pelayanan administrasi di lingkungan asisten administrasi
umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan daerah
bidang umum dan komunikasi pimpinan, organisasi, unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan
kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan asisten
administrasi umum;



e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan
fasilitasi kebijakan daerah bidang umum dan komunikasi
pimpinan, organisasi, unsur penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi
di lingkungan asisten administrasi umum;

f. melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan
daerah bidang umum dan komunikasi pimpinan, organisasi,
unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan
kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan asisten
administrasi umum;

g. melaksanakan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil
Negara pada instansi daerah;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Asisten
Administrasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 1. Kepala Bagian Umum
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Umum

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan konsep kebijakan daerah di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga dan perlengkapan;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bagian
umum agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
daerah bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

f. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

g. melaksanakan kebijakan daerah di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga dan perlengkapan;

h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi kebijakan di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

i. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;



j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal pemerintah di Bagian Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

4. 1. 1. Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Bagian
Umum guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

c. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Sub Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun bahan tata protokoler dalam rangka
penyambutan tamu pemerintah daerah;

f. menyusun bahan koordinasi dan/atau fasilitasi
keprotokolan;

g. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Bupati dan Wakil Bupati;

h. menyusun bahan informasi dan penjelasan kepada
pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau
atas arahan pimpinan;

i. menyusun konsep sambutan dan pidato Bupati dan
Wakil Bupati;

j. melaksanakan dokumentasi dan pelaporan kegiatan
Bupati dan Wakil Bupati;

k. melaksanakan fasilitasi peliputan media terhadap
kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di Sub Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. 2. Kepala Bagian Organisasi
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian

Organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Setda guna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta
kinerja dan reformasi birokrasi;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bagian
organisasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

f. perumusan baha koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah
di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan
Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi
Birokrasi;

g. melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan
dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana
serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

h. merumuskan bahan pembinaan dan fasilitasi kebijakan
daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan,
Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan
Reformasi Birokrasi;

i. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal pemerintah di Bagian Organisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

B. SEKRETARIAT DPRD
1. Sekretaris DPRD

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
administrasi  kesekretariatan, administrasi keuangan dan
fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaaan dan
pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan dan admiistrasi perencanaan dan keuangan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja
Sekretariat DPRD mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan
fungsi DPRD bidang legislasi;

g. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan
fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Umum dan

Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat DPRD guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bagian Umum dan Keuangan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuanganagar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

f. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
g. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
i. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan

rumah tangga, sarana dan prasarana, perlengkapan serta
pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD dan
sekretariat DPRD;



j. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat
DPRD dan Anggota DPRD;

k. mengelola tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;
l. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
m. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD

dan DPRD;
n. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
o. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bagian Umum
dan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bagian Umum dan Keuangan guna terwujud sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas
Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;

g. melaksanakan kearsipan;
h. menyusun bahan pengelolaan kepegawaian Sekretariat

DPRD;
i. menyusun bahan pengelolaan administrasi keanggotaan

DPRD;
j. menyusun konsep fasilitasi pelaksanaan peningkatan

kapasitas anggota DPRD;
k. menyusun bahan pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan

kebutuhan DPRD;
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkup Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan



o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Persidangan

dan Perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat DPRD guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
g. merumuskan bahan fasilitasi penyusunan program

pembentukan peraturan daerah;
h. merumuskan bahan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan

mengumpulkan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan
Daerah inisiatif;

i. menyelia produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. merumuskan bahan fasilitasi penyelengaraan persidangan;
k. merumuskan bahan laporan kinerja DPRD;
l. merumuskan bahan penyusunan verifikasi, koordinasi evalusai

risalah rapat;
m. mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
n. menyelia, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris

Masalah (DIM);
o. menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi, dan

keprotokolan;
p. merumuskan bahan laporan kinerja DPRD;
q. merumuskan bahan perencanaan kegiatan DPRD;
r. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

t. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bagian Fasilitasi

Penganggaran dan Pengawasan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat DPRD guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan;

g. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan;

h. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah pertangungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan
laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

j. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan
laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah;

k. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

l. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi
masyarakat;

m. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan
penegakan kode etik DPRD;

n. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan
pengawasan penggunaan anggaran;

o. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan
pelaksanaan kebijakan;

p. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan
pokok-pokok pikiran DPRD;

q. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan
kerja sama daerah;

r. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasansesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

t. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. INSPEKTORAT
1. Inspektur

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Inspektorat
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pengawasan di
bidang pemerintahan, aparatur dan kesejahteraan rakyat,
pembangunan, serta ekonomi dan keuangan, serta
kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Inspektorat agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengawasan di bidang pemerintahan,
aparatur dan kesejahteraan rakyat, pembangunan, serta ekonomi
dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kinerja instansi mencapai target yang telah
ditetapkan;

f. menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya serta penanganan kasus-kasus
pengaduan masyarakat;

g. menyelenggarakan kebijakan pengawasan daerah Bidang
Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat,
Pembangunan serta Ekonomi dan Keuangan;

h. menyelenggarakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;

i. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Inspektorat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Inspektorat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat Inspektorat

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Inspektorat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;



e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

j. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan mengarahkan
pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
Inspektorat

k. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan menyelia
pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran;

l. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan sekretariat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK),
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan dokumen
perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai
dengan ketentuan perundng-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Administrasi Umum berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Administrasi Umum
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Administrasi Umum agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
Inspektorat, pengamanan kantor, kebersihan dan
pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib,
aman, bersih dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum
sesuai dengan ketentuan perundng-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan bahan pemantauan dan pengelolaan
pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
a. menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan bidang

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Inspektorat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas pengawasan bidang pemerintahan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;



e. menyelenggarakan pengawasan bidang pemerintahan umum;
f. menyelenggarakan pengawasan bidang pemerintahan desa dan

perangkat desa;
g. menyelenggarakan pengawasan bidang ketenteraman ketertiban,

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
h. menyelenggarakan pengawasan bidang pertanahan;
i. menyelenggarakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa;
j. melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan

penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
k. mengarahkan penyelenggaraan pengawasan bidang pemerintahan

kepada jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi
pengawasan;

l. menyelenggarakan ketatausahaan dan dokumentasi bidang
pemerintahan;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah
di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian
a. menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan bidang

aparatur dan kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
inspektorat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas pengawasan bidang aparatur dan kesejahteraan
rakyat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyelenggarakan pengawasan bidang aparatur daerah;
f. menyelenggarakan pengawasan bidang kesehatan dan

kesejahteraan sosial;
g. menyelenggarakan pengawasan bidang pendidikan, kebudayaan,

agama, pemuda dan olah raga;
h. menyelenggarakan pengawasan bidang pemberdayaan

perempuan;
i. menyelenggarakan reviu sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;
j. melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan

penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
k. mengarahkan penyelenggaraan pengawasan bidang aparatur dan

kesejahteraan rakyat kepada jabatan fungsional yang
melaksanakan fungsi pengawasan;

l. menyelenggarakan ketatausahaan dan dokumentasi bidang
aparatur dan kesejahteraan rakyat;



m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Inspektorat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan
a. menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan bidang

pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Inspektorat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas pengawasan bidang pembangunan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyelenggarakan pengawasan bidang fisik dan prasarana;
f. menyelenggarakan pengawasan bidang pembangunan
g. menyelenggarakan pengawasan bidang tata ruang dan penataan

wilayah;
h. melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan

penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
i. mengarahkan penyelenggaraan pengawasan bidang

pembangunan kepada jabatan fungsional yang melaksanakan
fungsi pengawasan;

j. menyelenggarakan ketatausahaan dan dokumentasi bidang
pembangunan;

k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Inspektorat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektorat Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
a. menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan bidang

ekonomi dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
inspektorat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas pengawasan bidang ekonomi dan keuangan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyelenggarakan pengawasan bidang perekonomian daerah;
f. menyelenggarakan pengawasan bidang pertanian;
g. menyelenggarakan pengawasan bidang industri, perdagangan,

koperasi, usaha kecil dan menengah;
h. menyelenggarakan pengawasan bidang Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD);
i. menyelenggarakan pengawasan bidang perhubungan dan

pariwisata;
j. menyelenggarakan pengawasan bidang sumber daya alam dan

energi sumber daya mineral serta lingkungan hidup;
k. menyelenggarakan pengawasan bidang pendapatan,

perbendaharaan, kekayaan dan aset daerah;
l. menyelenggarakan reviu perencanaan dan laporan keuangan

daerah;
m. melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan

penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
n. mengarahkan penyelenggaraan pengawasan bidang ekonomi dan

keuangan kepada jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi
pengawasan;

o. menyelenggarakan ketatausahaan dan dokumentasi bidang
ekonomi dan keuangan;

p. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Inspektorat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

r. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Inspektorat Pembantu Bidang Khusus
a. menyusun rencana dan program kegiatan pengawasan bidang

khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Inspektorat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas pengawasan bidang khusus sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyelenggarakan pengawasan investigasi;
f. menyelenggarakan pengawasan atas kerugian keuangan negara/

daerah;
g. menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu;



h. menyelenggarkan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan dan penegakkan disiplin ASN;

i. menyelenggarakan pendampingan dan asistensi penegakan
integritas, pemberantasan pungutan liar dan pengendalian
gratifikasi;

j. menyelenggarakan tindak lanjut atas kerja sama pelaksanaan
pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
lainnya, pengawas eksternal dan/atau Aparat Penegak Hukum;

k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Inspektorat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Dindikpora
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah
menengah, pembinaan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat, kepemudaan dan olahraga serta kesekretariatan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat, kepemudaan dan
olahragasesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pendidik dan
tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah,
pembinaan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta
kepemudaan dan olahraga;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;



i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat Dindikpora

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaansurat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas;



m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinassesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pendidik dan

Tenaga Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pendidik dan
Tenaga Kependidikan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan pengangkatan, pemberhentian, pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;

g. merumuskan bahan penetapan angka kredit guru dan kelompok
jabatan fungsional;

h. merumuskan bahan penetapan Kenaikan Gaji Berkala pendidik
dan tenaga kependidikan;

i. merumuskan bahan penetapan pensiun pendidik dan tenaga
kependidikan;

j. mengarahkan pelaksanaan pengembangan kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;

k. mengarahkan pelaksanaan peningkatan kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan;

l. mengarahkan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pendidik
dan tenaga kependidikan;

m. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin
pendidik dan tenaga kependidikan;

n. mengarahkan pelaksanaan penilaian kinerja pendidik dan tenaga
kependidikan;

o. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pendidik
dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 1. Kepala Seksi Mutasi
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Mutasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangPendidik dan Tenaga Kependidikan guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Mutasi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;



e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Mutasi
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep pengangkatan, pemberhentian,
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam
Daerah;

g. menyusun konsep penetapan angka kredit Guru dan
Kelompok Jabatan Fungsional;

h. menyusun konsep surat pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala Pendidik dan tenaga kependidikan;

i. menyusun konsep penetapanpensiun pendidik dan tenaga
kependidikan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Mutasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 2. Kepala Seksi Pengembangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pengembangan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pengembangan kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;

g. melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan;

h. melaksanakan peningkatan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pengembangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan



l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Sekolah Dasar
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Sekolah Dasar

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Sekolah Dasarsebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Dasar
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penetapan mekanisme penjaminan mutu
pengelolaan Sekolah Dasar;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar;
h. merumuskan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah

Dasar;
i. mengarahkan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum

muatan lokal Sekolah Dasar;
j. merumuskan bahan penerbitan izin pendirian Sekolah Dasar

yang diselenggarakan oleh masyarakat;
k. mengarahkan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang

penuturnya dalam Daerah;
l. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana

Sekolah Dasar;
m. mengarahkan pelaksanaan pengadaansarana dan prasarana

Sekolah Dasar;
n. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana

Sekolah Dasar;
o. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Sekolah
Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 1. Kepala Seksi Kesiswaan pada Bidang Sekolah Dasar
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesiswaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Sekolah Dasar guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Kesiswaan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) Seksi Kesiswaan dalam
melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pembinaan kesiswaan Sekolah Dasar;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Kesiswaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Sekolah Dasar
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sarana dan

Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Sekolah Dasar guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi  Sarana
dan Prasarana Sekolah Dasar agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah
Dasar;

g. melaksanakan pengadaansarana dan prasarana Sekolah
Dasar;

h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
Dasar;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Kepala Bidang Sekolah Menengah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Sekolah

Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Sekolah Menengah sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Sekolah
Menengah agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penetapan mekanisme penjaminan mutu
pengelolaan Sekolah Menengah;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah
Pertama;

h. merumuskan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Pertama;

i. mengarahkan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum
muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;

j. merumuskan bahan penerbitan izin pendirian Sekolah Menengah
Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;

k. mengarahkan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang
penuturnya dalam Daerah;

l. mengarahkan pelaksanaan pembinaan kesiswaan Sekolah
Menengah Pertama;

m. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Pertama;

n. mengarahkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Pertama;

o. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Pertama;

p. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Sekolah
Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

r. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 1. Kepala Seksi Kesiswaan pada Bidang Sekolah Menengah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesiswaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Kesiswaan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Kesiswaan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah
Pertama;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Kesiswaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Sekolah
Menengah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sarana dan

PrasaranaSekolah Menengah Pertama berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Sekolah Menengah Pertama guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Sarana
dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah
Menengah Pertama;

g. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah
Menengah Pertama;

h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
Menengah Pertama;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia
Dini;

g. merumuskan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
Pendidikan Anak Usia Dini;

h. mengarahkan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum
muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;

i. merumuskan bahan penerbitan izin pendirian Pendidikan Anak
Usia Diniyang diselenggarakan oleh masyarakat;

j. mengarahkan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang
penuturnya dalam Daerah;

k. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana
pendidikan anak usia dini;

l. mengarahkan pelaksanaanpengelolaan pendidikan masyarakat;
m. merumuskan bahan penerbitan izin pendirian pendidikan

masyarakat;
n. mengarahkan pelaksanaan pengembangan dan pengawasan

pendidikan masyarakat;
o. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



6. 1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan

Anak Usia Dini berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan
Anak Usia dini agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
f. menyusun konsep penetapan kurikulum muatan lokal

Pendidikan Anak Usia Dini;
g. melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan

lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
h. menyusun konsep penerbitan izin pendirian pendidikan

anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat;
i. melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra yang

penuturnya dalam Daerah;
j. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana

pendidikan anak usia dini;
k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. 2. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan

Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pendidikan Masyarakat
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan
Masyarakat agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pengelolaan pendidikan masyarakat;



g. menyusun konsep penerbitan izin pendirian pendidikan
masyarakat;

h. melaksanakan pengembangan dan pengawasan pendidikan
masyarakat;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pendidikan Masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kepemudaan

dan Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan
dan Olahraga agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda
pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader
Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan
organisasi kepemudaan tingkat Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga
tingkat Daerah;

j. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi
kewenangan Daerah;

k. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
olahraga prestasi tingkat provinsi;

l. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
organisasi olahraga tingkat Daerah, dan olahraga rekreasi;

m. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
olahraga rekreasi;

n. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;



o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. DINAS KESEHATAN
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Dinkes
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan serta kesekretariatan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan
sumber daya kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang telah
ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidangkesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
dan sumber daya kesehatan;

g. mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat Dinkes

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis
dan naskah dinas guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan,
administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum,  kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan

j. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

k. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Program dan Informasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;



d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Program dan
Informasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Program dan Informasi agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan
dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

h. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK), Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan
yang berlaku;

i. menyiapkan bahan pengelolaan informasi kesehatan;
j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Sub Bagian Program dan
Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;



f. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan,pembukuan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;

g. melaksanakan ketatausahaan Dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

i. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kesehatan

Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas bidang Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan
Masyarakat agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyelenggarakan upaya perbaikan gizi dan institusi;
g. menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan

rujukan;
h. menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja

dan olahraga;
i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya
masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah;

j. melaksanakan pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan
masyarakat;



k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Pencegahan dan Pengendalian
Penyakitsebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan surveilans;
g. mengarahkan pelaksanaan imunisasi;
h. mengarahkan pelaksanaanpencegahan penyakit menular;
i. mengarahkan pelaksanaanpengendalian penyakit menular;
j. mengarahkan pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular;
k. mengarahkan pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular;
l. mengarahkan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian

kesehatan jiwa;
m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pelayanan dan

Sumber Daya Kesehatanberdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan
Sumber Daya Kesehatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D
serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;

g. merumuskan bahan penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat
kesehatan dan optikal, izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)
serta izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah
tangga;

h. merumuskan bahan penerbitan sertifikat produksi alat
kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah
tangga;

i. melaksanakan pengawasan post-market produk makanan-
minuman industri rumah tangga;

j. merumuskan bahan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga
kesehatan;

k. melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya
manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat
(UKM)dan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pelayanan
dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan DPUPR
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horisontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
bangunan gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air,
dan tata ruang serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang bangunan gedung, bina marga,
pengelolaan sumber daya air, dan tata ruang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai
target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang bangunan
gedung, bina marga, pengelolaan sumber daya air, dan tata
ruang;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat DPUPR

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;



h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan Tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja
(PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;



h. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakanketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan
pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib,
aman, bersih dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;



j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Bangunan Gedung
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Bangunan

Gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Bangunan Gedung sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Bangunan
Gedung agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung
di wilayah Daerah;

g. merumuskan bahan pemberian rekomendasi izin mendirikan
bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan
izin pemasangan papan reklame;

h. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungannya di Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana
umum;

j. merumuskan bahan pemberian rekomendasi izin penggunaan
sarana dan prasarana umum;

k. mengarahkan pelaksanaan penarikan retribusi sarana dan
prasarana umum;

l. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tenaga
terampil konstruksi;

m. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi
jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten;;

n. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha jasa
konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);

o. mengarahkan pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

p. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

r. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan



s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Bina Marga
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Bina Marga

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Bina Marga sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan jalan kabupaten;
g. mengarahkan pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan;
h. mengarahkan pengelolaan trotoar jalan kabupaten;
i. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Bina
Marga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengelolaan

Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan
bangunan pengaman pada wilayah sungai yang ada di Daerah

f. mengarahkan pelaksanaan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang
luasnya kurang dari 1000 ha yang ada di Daerah;



h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Tata Ruang
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Ruang

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Tata Ruang sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang
wilayah Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pengendalian tata ruang wilayah
Daerah;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Tata
Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
DPKPLH berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horisontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
perumahan, permukiman, lingkungan hidup, persampahan dan
pertamanan serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang perumahan, permukiman,
lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas
mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang perumahan,
permukiman, lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat DPKPLH

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan Teknis, Petunjuk Pelaksanaan
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan manajemen keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan manajemen kepegawaian, kehumasan,
hukum,  kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Keuangan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perumahan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perumahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Perumahan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bidang Perumahan
dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. mengarahkan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban
bencana kabupaten;

g. mengarahkan pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten

h. mengarahkan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan;

i. mengarahkan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan
gedung (SKBG), penyelenggaraan prasarana;

j. mengarahkan penyelenggaraan sarana, prasarana dan utilitas
umum (PSU) sanitasi perumahan;

k. mengarahkan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang
atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah

l. mengarahkan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum
(PSU) tingkat kemampuan kecil;

m. mengarahkan penanganan pembangunan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH);

n. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah;

o. mengarahkan pelaksanaan pendataan perumahan dan
penyusunan sistem informasi perumahan;

p. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

r. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Permukiman
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Permukiman

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Permukiman sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) bidang Permukiman dalam
melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman;



g. mengarahkan pelaksanaan  penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10
(sepuluh) ha serta pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada Daerah;

h. mengarahkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
di Daerah;

i. mengarahkan perencaanaan sarana prasarana utilitas (PSU)
skala permukiman;

j. mengarahkan penyelenggaraan sarana prasarana utilitas (PSU)
perumahan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih;

k. mengarahkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
di Daerah;

l. mengarahkan pelaksanaan pendataan kawasan permukiman;
m. mengarahkan pengelolaan permakaman kabupaten;
n. merumuskan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin

membuka tanah;
o. mengarahkan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah

garapan, masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh pemerintah daerah dan tanah kosong;

p. merumuskan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi
tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee, dan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan
tanah kosong dan perencanaan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam Daerah;

q. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

s. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 1. Kepala Seksi Pertanahan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pertanahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang Permukiman guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pertanahan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep pemberian rekomendasi izin lokasi dan
izin membuka tanah;

g. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;



h. melaksanakan penyelesaian masalah ganti rugi dan
santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah
daerah;

i. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong;
j. menyusun konsep penetapan subyek dan obyek redistribusi

tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee dalam daerah;

k. menyusun konsep penetapan tanah ulayat;
l. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
m. melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang

hamparannya dalam Daerah;
n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Pertanahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Lingkungan Hidup
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Lingkungan

Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Lingkungan Hidup sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) bidang Lingkungan Hidup dalam
melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penetapan rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis
(KLHS) untuk kebijakan rencana dan atau program (KRP)
Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan penghitungan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH),

i. mengarahkan penilaian dokumen lingkungan dan pelaksanaan
proses izin lingkungan;

j. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati
(kehati);

k. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh
pemerintah daerah;

l. merumuskan bahan pemberian penghargaan lingkungan hidup
tingkat Daerah;



m. merumuskan bahan penetapan pengakuan masyarakat hukum
adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat
hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (PPLH) yang berada di daerah;

n. mengarahkan pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA)
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(PPLH) yang berada di Daerah;

o. mengarahkan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di
Daerah;

p. mengarahkan pelaksanaan penyimpanan sementara limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3), pengumpulan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) di Daerah;

q. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga
kemasyarakatan tingkat Daerah;

r. mengarahkan pelaksanaan pelayanan pengaduan lingkungan
hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan
dan atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah, usaha
dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya di Daerah
serta pelayanan tindak lanjut aduan masyarakat akibat
kerusakan lingkungan;

s. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal,
UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

t. melaksanakan proses izin lingkungan terdiri dari penyimpanan
sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B-3)/Izin
Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

u. menyusun kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta
tindak lanjut hasil pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan;

v. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

w. memfasilitasi penanganan pengaduan atas usaha atau kegiatan
yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

x. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

z. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Persampahan

dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;



b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Persampahan dan Pertamanan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) bidang Persampahan dan Pertamanan
dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pelayanan kebersihan dalam kota;
g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan pertamanan kabupaten;
h. mengarahkan pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU)

kabupaten;
i. mengarahkan penebangan/perabasan pohon dalam kota;
j. mengarahkan perawatan dan pemeliharaan turus jalan;
k. mengarahkan perawatan dan pemeliharaan taman kota;
l. mengarahkan perawatan dan pemeliharaan drainase;
m. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

sampah;
n. mengarahkan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan

persampahan dan kebersihan
o. merumuskan bahan penerbitan izin pendaurulangan

sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

p. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

q. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Persampahan dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

s. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Kepala Satpol PP

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Satpol PP
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan
perundang-undangan daerah dan pemadam kebakaran serta
kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;



d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan
daerah dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang
telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah bidang Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Perundang-undangan
Daerah dan Pemadam Kebakaran;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Satpol PP
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat Satpol PP

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk teknis dan naskah dinas sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayana (SP)
dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan ketatausahaan Dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

j. menyelenggarakan kerumahtanggaan Dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;

k. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan,
administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum,  kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan sekretariatsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan
dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;



g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

h. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan,pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan
agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih
dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;



i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjukpelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaantugas Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

g. mengarahkan pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman
dan ketertiban umum di Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pengamanan kegiatan atau tempat
penting dan aset daerah Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan satuan perlindungan
masyarakat;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 1. Kepala Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembinaan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangKetentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pembinaan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

f. melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

g. melaksanakan penanganan gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum di Daerah;

h. melaksanakan pengamanan kegiatan penting;
i. melaksanakan pengamanan tempat penting dan aset daerah

Daerah;
j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Pembinaan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Perlindungan Masyarakat
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) lingkup Seksi Perlindungan
Masyarakat agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
g. melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan

masyarakat;



h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penegakan

Perundang-Undangan Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang Bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Penegakan
Perundang-undanganDaerahagar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

g. mengarahkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah
atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

h. mengarahkan pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS);

i. mengarahkan pelaksanaan pelaksanaan penyidikan dan
penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Penegakan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. 1. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembinaan,

Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangPenegakan Peundang-undangan Daerahguna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis,petunjuk pelaksannan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan
dan Penyuluhan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) lingkup Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, aparatur
pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan
menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

g. melaksanakan pengawasan kepada masyarakat, aparatur
pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan
menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

h. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur
pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan
menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pembinaan, Pengawasan
dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangPenegakan Perundang-undangan Daerahguna
terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup seksi penyelidikan dan
penyidikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;



e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

g. melaksanakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

h. melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pemadam Kebakakaran
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pemadam

Kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pemadam Kebakaran sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pemadam
Kebakaran agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pencegahan, pengendalian,
pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya
dan beracun kebakaran dalam Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi
kebakaran;

h. mengarahkan pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
i. mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam

pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana
kebakaran;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pemadam
Kebaakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan



m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 1. Kepala Seksi Operasional dan Personalia
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Operasional

dan Personalia berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangPemadam Kebakaran guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Operasional dan Personalia
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Operasional dan Personalia agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam

pencegahan kebakaran;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Operasional dan Personalia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 2. Kepala Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kebakaran

dan Sarana Prasarana berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pemadam Kebakaran guna terwujud sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Kebakaran dan Sarana
Prasarana sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Kebakaran
dan Sarana Prasarana agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan pencegahan, pengendalian, pemadaman,
penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran dalam Daerah;



g. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan
pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;

h. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana
kebakaran;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Kebakaran dan Sarana
Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

1. Kepala Dinas
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan

Dinsos PPPA berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan
rehabilitasi sosial, Penangananan Fakir Miskin, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesekretariatan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial,
perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial,
penangananan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang telah
ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan
sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial,
penangananan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;



i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat Dinsos

PPPA berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)
dan dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan manajemen keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan manajemen kepegawaian, kehumasan,
hukum,  kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;



m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan
pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib,
aman, bersih dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pemberdayaan

Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Pemberdayaan Sosial dalam pelaksanaaan tugas agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penerbitan izin pengumpulan sumbangan
dalam Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pengembangan potensi sumber
kesejahteraan sosial Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pembinaan lembaga konsultasi
kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di
Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional kabupaten;

j. mengarahkan pelaksanaan penyuluhan sosial dan pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;

k. mengarahkan pelaksanaan penganugerahan satya lencana
kebhaktian sosial;

l. mengarahkan pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan
undian gratis berhadiah;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi
Sosial
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perlindungan,

Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial
dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan perlindungan, jaminan sosial dan
rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak
nakal, korban tindak kekerasan dan lanjut usia terlantar;

g. mengarahkan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan
pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang
masalah sosial dan warga negara migran korban tindak
kekerasan;

h. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan pemulangan warga Negara migran
korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk
dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Penangananan Fakir Miskin
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Penangananan

Fakir Miskin berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup bidang Penangananan Fakir Miskin
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Penangananan Fakir Miskin agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
cakupan Daerah;



g. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial (PSKS);

h. mengarahkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data Program
Keluarga Harapan data terpadu kesejahteraan social

i. mengarahkan pelaksanaan  penanganan dan pemberdayaan
fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga
rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);

j. mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan
kemiskinan melalui program PKH;

k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Penangananan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan
gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah,
pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah,
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, dan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam
kelembagaan data ditingkat Daerah;



g. mengarahkan pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak
(PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia
usaha tingkat Daerah, peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat
Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya
dalam Daerah, penyediaan layanan bagi keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang
wilayah kerjanya dalam Daerah dan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah,
penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah, penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan tingkat Daerah, pencegahan kekerasan terhadap
anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, penyediaan
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah, serta penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
Disnaker PMPTSP berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horisontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial
dan syarat kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan dan
pengaduan serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang pelatihan dan penempatan
tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, penanaman
modal, pelayanan perizinan dan pengaduan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai
target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pelatihan dan
penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja,
penanaman modal, pelayanan perizinan dan pengaduan;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat Disnaker

PMPTSP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;



h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan manajemen keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan manajemen kepegawaian, kehumasan,
hukum,  kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat  guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;



i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga
Kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bidang Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga pelatihan kerja
swasta;

g. melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi;
h. merumuskan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja;
i. melaksanakan fasilitasi pelayanan konsultasi dan pembinaan

produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di
daerah;

j. melaksanakan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah,

k. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja
dalam Daerah;

l. melaksanakan fasilitasi upaya perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di
Daerah;

m. merumuskan bahan rekomendasi penerbitan perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di
Daerah;

n. melaksanakan fasilitasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
dan calon transmigrasi;

o. melaksanakan pelayanan antar kerja di daerah;
p. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi kegiatan dengan LPK,

PPTKIS, kerjasama transmigrasi;
q. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi penjajagan, penyiapan lokasi

dan pengerahan transmigrasi asal Kabupaten Banjarnegara;



r. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan bidang Pelatihan
dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

t. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Hubungan

Industrial dan Syarat Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan
dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan
yang beroperasi di Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pembinaan pembuatan perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT), penyerahan sebagian pekerjaan
kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartid dan
bipartit;

h. mengarahkan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan
perusahaan di daerah kabupaten;

i. mengarahkan pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan
pengusaha, pekerja perempuan dan anak;

j. mengarahkan pelaksanaan pembinaan penyusunan perjanjian
kerja bersama (PKB) untuk perusahaan yang beroperasi di
Daerah termasuk didalamnya menyusun konsep keputusan
Kepala Dinas tentang pendaftarannya;

k. mengarahkan pembinaan penyediaan fasilitas kesejahteraan
tenaga kerja, pengupahan dan jaminan sosial;

l. mengarahkan pelaksanaan pendataan dan pembinaaan tenaga
kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;

m. mengarahkan pelaksanaan pembinaan keselamatan dan
kesehatan kerja termasuk didalamnya menyiapkan bahan
rekomendasi usulan penghargaan bidang keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), menyiapkan bahan rekomendasi
pengesahan lembaga Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) dan melaksanakan pelatihan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);



n. mengarahkan pelaksanaan pendataan wajib lapor
ketenagakerjaan bagi perusahaan dan jenis usaha lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja;

o. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan bidang
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Penanaman Modal
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penanaman

Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Penanaman Modal sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Penanaman
Modal agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman
modal yang menjadi kewenangan Daerah

g. merumuskan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di
bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi
Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama
penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia
usaha;

j. mengarahkan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;

k. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat
Daerah;

l. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan
langsung panas bumi dalam daerah kabupaten;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan



p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pelayanan

Perizinan dan Pengaduan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan
Pengaduan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
Perizinan dan Pengaduan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pelayanan perizinan usaha secara
terpadu 1 (satu) pintu;

g. mengarahkan pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha
secara terpadu 1 (satu) pintu;

h. mengarahkna pelaksanaan penyelesaian pengaduan;
i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pelayanan
Perizinan dan Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Dindukcapil
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data serta kesekretariatan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas
mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat

Dindukcapil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinasyang berkaitan
dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;



h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan mengarahkan
pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan Tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan
dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;



h. menyiapkan bahankoordinasi dalam perumusan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakanketatausahaan dinas dengan mengelola surat-
menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler
dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;



j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
bidang identitas penduduk;

g. mengarahkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
bidang pindah datang dan pendataan penduduk;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Identitas

Penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Identitas Penduduk sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Identitas
Penduduk agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



f. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk bidang
identitas penduduk;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Identitas Penduduk sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 2. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pindah

Datang dan Pendataan Penduduk berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pindah
Datang dan Pendataan Penduduk agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk bidang
pindah datang dan pendataan penduduk;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil bidang
pencatatan kelahiran dan kematian;

g. mengarahkan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil bidang
pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 1. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kelahiran

dan Kematian berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Kelahiran dan Kematian
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Kelahiran
dan Kematian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil bidang pencatatan
kelahiran dan kematian;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Kelahiran dan Kematian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. 2. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak
dan Pewarganegaraan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perkawinan,

Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil bidang pencatatan
perkawinan dan perceraian;

g. melaksankan pelayanan pencatatan sipil bidang pencatatan
perubahan status anak;

h. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil bidang pencatatan
perubahan status pewarganegaraan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;



e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengumpulan data kependudukan;
g. mengarahkan pelaksanaan pemanfaatan dan penyajian database

kependudukan kabupaten;
h. mengarahkan pelaksanaan penyusunan profil kependudukan

kabupaten;
i. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan

inovasi pelayanan;
j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pengumpulan data kependudukan;
g. melaksanakan pemanfaatan dan penyajian database

kependudukan kabupaten;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan



k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kerjasama

dan Inovasi Pelayanan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama
dan Inovasi Pelayanan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan penyusunan profile kependudukan
kabupaten;

g. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan inovasi
pelayanan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

L. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Dispermades
PPKB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif,
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat
guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang
perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, keluarga
berencana serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;



d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan desa,
kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna,
pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan,
pengendalian penduduk dan advokasi serta keluarga berencana
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pemerintahan
desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna,
pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan,
pengendalian penduduk dan advokasi serta keluarga berencana;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat

Dispermades PPKB berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan
kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan manajemen keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan manajemen kepegawaian, kehumasan,
hukum,  kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan Dinas;

m. menyelenggarakan pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi;

n. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Keuangan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



f. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan
agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih
dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan



m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan
Partisipatif.
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pemerintahan

Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Bidang Pemerintahan Desa,
Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan
Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan
desa dan aparatur pemerintah desa;

g. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta
pengelolaan keuangan dan aset desa;

h. mengarahkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan;

i. mengarahkan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
desa dan kelurahan;

j. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi pendampingan perencanaan
partisipatif masyarakat desa;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Teknologi Tepat Guna
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengembangan

Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;



d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Bidang Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat
Guna agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat;

g. mengarahkan peningkatan, pengembangan dan penerapan
teknologi tepat guna;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat
Guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang
Perdesaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengembangan

Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Bidang Pengembangan Kawasan
Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan fasilitasi pembentukan dan  pengembangan
kawasan perdesaan;

g. mengarahkan fasilitasi pembentukan dan  pengembangan
infrastruktur desa;

h. merumuskan fasilitasi penetapan dan penegakan batas desa;
i. merumuskan fasilitasi penyusunan tata ruang perdesaan;
j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;



k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian

Penduduk dan Advokasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan
Advokasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bidang Pengendalian
Penduduk dan Advokasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam
rangka pengendalian kuantitas penduduk;

g. mengarahkan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk cakupan Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sesuai kearifan budaya lokal;

i. mengarahkan pelaksanaan penggerakan, pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian
penduduk;

j. mengarahkan pelaksanaan penggerakan, pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keluarga berencana;

k. mengarahkan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya
lokal;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan bidang
Pengendalian Penduduk dan Advokasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Keluarga Berencana
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Keluarga

Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;



b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup bidang Keluarga Berencana sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas bidang Keluarga
Berencana agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh
KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

g. mengarahkan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian
kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam rangka pelayanan
KB di daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
i. mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan

peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam
pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

j. mengarahkan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

k. mengarahkan pelaksanaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan
keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Keluarga
Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. DINAS PERHUBUNGAN
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
Dinhub berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
angkutan, lalu lintas, perparkiran serta kesekretariatan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang angkutan, lalu lintas,
perparkiran, dan kesekretariatan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai target yang
telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang bidang angkutan,
lalu lintas dan perparkiran;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana
Teknis Dinas dengan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan
kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat Dinhub

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan naskah dinasyang berkaitan
dengan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;



h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinassesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian

perencanaan dan keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas.

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup sub bagian perencanaan dan
keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) sub bagian perencanaan dan
keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan
dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;



h. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan konsep
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan,pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan sub bagian perencanaan dan
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian

umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat  guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup sub bagian umum dan
kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) sub bagian umum dan kepegawaian
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan
prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Angkutan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Angkutan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis bidang Bidang Angkutan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) Bidang Angkutan dalam melaksanakan
tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala dinas dan naskah dinas
yang berkaitan dengan Bidang Angkutan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyusun konsep penetapan rencana induk jaringan lalu lintas
angkutan jalan kabupaten dengan menyediakan jasa
perencanaan, melaksanakan pembangunan dan pengembangan
fasilitas, dan fasilitasi penggunaan serta pemanfaatan lahan;

h. menyusun konsep penetapan kawasan perkotaan untuk
pelayanan angkutan perkotaan dalam  Daerah;

i. menyusun konsep penetapan rencana umum jaringan trayek
perkotaan dalam Daerah;

j. menyusun konsep penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan yang menghubungkan Daerah;

k. menyusun konsep penetapan tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah
serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah
pelayanannya dalam Daerah;

l. menyelenggarakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
m. mengarahkan penyelenggaraan penyediaan angkutan umum

untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
n. menyusun konsep rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan

orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
o. menyusun konsep rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan

angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada
dalam Daerah;

p. menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya berada dalam Daerah;

q. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan bidang Angkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



s. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 1. Kepala Seksi Angkutan Jalan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Angkutan

Jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang Angkutan guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis seksi Angkutan Jalan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi
Pengembangan Potensi Sosial agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala Bidang Angkutan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Angkutan Jalan
guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu
lintas angkutan jalan kabupaten dengan menyediakan jasa
perencanaan, melaksanakan pembangunan dan
pengembangan fasilitas, dan fasilitasi penggunaan serta
pemanfaatan lahan;

h. menyiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk
pelayanan angkutan perkotaan dalam  Daerah;

i. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan
trayek perkotaan dalam Daerah;

j. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan
trayek pedesaan yang menghubungkan Daerah;

k. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk
angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam
Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang
wilayah pelayanannya dalam Daerah;

l. menyiapkan bahan rekomendasi izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan
dalam Daerah;

m. menyiapkan bahan rekomendasi izin penyelenggaraan taksi
dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya
berada dalam Daerah;

n. menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan
orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;

o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan seksi Angkutan Jalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



q. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sarana dan

Prasarana Angkutan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang Angkutan guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis seksi Sarana dan
Prasarana Angkutan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi Sarana
dan Prasarana Angkutan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala Bidang Angkutan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Pengembangan
Potensi Sosial guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;

g. melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
h. melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa

angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan seksi Sarana dan Prasarana
Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Lalu lintas
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Lalu lintas

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis bidang Lalu lintas sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;



e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) bidang Lalu lintas dalam melaksanakan
tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala dinas dan naskah dinas
yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Sosial guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. mengarahkan penyelenggaraan penyediaan perlengkapan jalan
di jalan kabupaten;

h. mengarahkan penyelenggaraan penyediaan penerangan jalan
umum kabupaten;

i. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan kabupaten;

j. menyusun konsep persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas
untuk jalan kabupaten;

k. menyusun bahan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan di jalan kabupaten perkotaan yang wilayah
operasinya berada dalam Daerah;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan bidang Lalu
lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 1. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas dan
Keselamatan Jalan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Manajemen

Rekayasa Lalu lintas dan Keselamatan Jalan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang Lalu lintas guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis seksi Manajemen
Rekayasa Lalu lintas dan Keselamatan Jalan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi
Manajemen Rekayasa Lalu lintas dan Keselamatan Jalan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala Bidang Lalu lintas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Manajemen
Rekayasa Lalu lintas dan Keselamatan Jalan guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan kabupaten;

h. menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu
lintas untuk jalan kabupaten;



i. menyiapkan bahan audit dan inspeksi keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten perkotaan
yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan seksi Manajemen Rekayasa Lalu
lintas dan Keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sarana dan

Prasarana Keselamatan Jalan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang Lalu lintas guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis seksi Sarana dan
Prasarana Keselamatan Jalan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi Sarana
dan Prasarana Keselamatan Jalan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala Bidang Lalu lintas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Pengembangan
Potensi Sosial guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;

g. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan
kabupaten;

h. melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum
kabupaten;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan seksi Sarana dan Prasarana
Keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Kepala Bidang Perparkiran
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perparkiran

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis bidang Perparkiran sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) bidang Perparkiran dalam
melaksanakan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala dinas dan naskah dinas
yang berkaitan dengan bidang Perparkiran guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. mengarahkan penyelenggaraan pengelolaaan parkir di tepi jalan
umum, tempat khusus parkir dan parkir insidental;

h. menyusun konsep rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan
dan pembangunan fasilitas parkir;

i. mengarahkan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir di
tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir insidental;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan bidang
Perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 1. Kepala Seksi Pendataan, Pengawasan dan Pembinaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendataan,

Pengawasan dan Pembinaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang Perparkiran guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis seksi Pendataan,
Pengawasan dan Pembinaan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi Pendataan,
Pengawasan dan Pembinaan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;



f. menyusun konsep kebijakan Kepala Bidang Perparkiran
dan naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Pendataan,
Pengawasan dan Pembinaan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pengelolaaan parkir di tepi jalan umum,
tempat khusus parkir dan parkir insidentil;

h. menyusun bahan rekomendasi penerbitan izin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan seksi Pendataan, Pengawasan
dan Pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 2. Kepala Seksi Pemungutan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang Perparkiran guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis seksi Pemungutan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi
Pemungutan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan Kepala Perparkiran dan
naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Pemungutan
guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan
umum, tempat khusus parkir, parkir insidentil;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan seksi Pemungutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Dinkominfo
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan
E-Government serta statistik dan persandian sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Penyelenggaraan E-
Goverment, Bidang Statistik dan Persandian;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat

Dinkominfoberdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;



d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kehumasan,
hukum,  kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;



e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan
agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih
dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
kehumasandan protokoler, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengelolaan

Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang pengelolaan informasi dan pelayanan
komunikasisebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolan informasi, opini dan
aspirasi publik;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolan saluran komunikasi milik
pemerintah daerah atau media internal;

h. mengarahkan pelaksanakan pengelolan aduan masyarakat;
i. mengarahkan pelaksanakan pengelolaan komunikasi;
j. mengarahkan pelaksanakan pelayanan informasi publik;
k. mengarahkan pelaksanakan pengelolaan konten lintas sektoral,

media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;



l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang

Penyelenggaraan E-Goverment berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Pelayanan
Pengembangan Pengelolaan Aplikasi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Penyelenggaraan E-Goverment agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan e-government lingkup
pemerintah daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan nama domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup
pemerintah daerah;

h. mengarahkan pelaksanakan pelayanan infrastruktur datacenter,
akses internet dan intranet;

i. mengarahkan pelaksanakan penyelenggaraan ekosistem
teknologi informasi dan komunikasi;

j. mengarahkan pelaksanakan pelayanan sistem komunikasi,
manajemen data dan informasi e-government;

k. mengarahkan pelaksanakan pengelolaan dan pengembangan
aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan;

l. mengarahkan pelaksanakan penyelenggaraan Government Chief
Information Office (GCIO);

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan E-Goverment sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Statistik dan

Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang statistik dan persandiansebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanan tugas bidang statistik dan
persandian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan
statistik sektoral di lingkup Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan data informasi
pemerintahan dan pembangunan daerah;

h. mengarahkan pelaksanakan penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi pemerintah daerah;

i. merumuskan bahan penetapan pola hubungan komunikasi
sandi antar perangkat Daerah;

j. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan berita dengan pesawat
telekomunikasi atau mesin sandi dan fax di lingkungan
Perangkat Daerah;

k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Statistik
dan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 1. Kepala Seksi Statistik
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Statistik

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
bidang guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;



d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup seksi statistik sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Statistik
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik
sektoral di lingkup Daerah;

g. melaksanakan pengelolaan data informasi pemerintahan
dan pembangunan daerah;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Statistik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 2. Kepala Seksi Persandian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Persandian

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Persandian sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Persandian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi pemerintah daerah, pengelolaan
telekomunikasi, pemeliharaan dan perawatan jaringan
telekomunikasi di lingkungan Perangkat Daerah;

g. menyusun konsep penetapan pola hubungan komunikasi
sandi antar perangkat Daerah;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Persandian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



O. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Disarpus
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
kearsipan, perpustakaan dan kesekretariatan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang kearsipan dan perpustakaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan
perpustakaan;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat Disarpus

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;



d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinasyang berkaitan
dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan Dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan Dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;



d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan
agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih
dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Kearsipan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Kearsipan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kearsipan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis
pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, arsip statis
yang diciptakan oleh pemerintahan daerah, badan usaha milik
daerah, perusahaan swasta yang kantor usahanya ada di
Daerah, organisasi kemasyarakatan di Daerah, organisasi politik
di Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan promosi dan apresiasi tentang
kearsipan;



h. mengarahkan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana
kearsipan;

i. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tenaga
pengelola arsip di unit pengolah dan unit kearsipan pada
pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, perusahaan
swasta yang kantor usahanya ada di Daerah, organisasi
kemasyarakatan di Daerah, organisasi politik di Daerah,
pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Daerah;

j. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan dalam
Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Daerah;

k. mengarahkan pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan
pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)
tahun;

l. mengarahkan pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip
akibat bencana yang berskala Daerah serta penyelamatan arsip
perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta
pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan;

m. mengarahkan pelaksanaan autentikasi arsip statis dan arsip
hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah;

n. mengarahkan pelaksanaan pencarian arsip statis yang
pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan
hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;

o. menyusun konsep penerbitan izin penggunaan arsip yang
bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah;

p. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

r. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perpustakaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perpustakaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Perpustakaan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan tingkat
Daerah;



g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan layanan digitalisasi
informasi berbasis teknologi;

h. mengarahkan pelaksanaan pembudayaan gemar membaca
tingkat Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan pengembangan perpustakaan
berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK);

j. mengarahkan pelaksanaan pemutakhiran informasi dan koleksi
bahan perpustakaan;

k. mengarahkan pelaksanaan pelestarian naskah kuno milik
Daerah;

l. mengarahkan pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis
nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
Disparbud berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan
sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan serta
kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata,
kebudayaansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya
manusia pariwisata, kebudayaan;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;



h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana
Teknis Dinas dengan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan
kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang sesuai berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat Disparbud

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas
yang berkaitan dengan kesekretariatan guna mendung kelacaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sandar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

j. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan mengarahkan
pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas;

k. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan,
administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum,  kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;



l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaianagar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakanketatausahaan dinas dengan mengelola surat-
menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler
dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub BagianUmum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
a. menyusun rencana dan program kegiatanBidang Destinasi

Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Destinasi Pariwisata sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Destinasi
Pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata Daerah,
kawasan strategispariwisata Daerah dan destinasi pariwisata
Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan penyediaan  prasarana (zona
kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi,
berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah,
pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung
pariwisata;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Destinasi
Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pemasaran

Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Pemasaran Pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan
luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis
pariwisata Daerah;

g. mengarahkan pelaksanaanpelayanan informasi pariwisata
dan kebudayaan;



h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan Internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pemasaran Pariwisata  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
a. menyusun rencana dan program kegiatanBidang Kelembagaan

dan Sumber Daya Manusia Pariwisata berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pariwisata sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan
dan Sumber Daya Manusia Pariwisata agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. mengkoordinasikan perumusan naskah kerjasama antar lembaga
penyelenggara Kepariwisataan dan Kebudayaan;

g. mengarahkan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan
pariwisata dan jasa usaha pariwisata;

h. menyusun rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata;
i. mengarahkan pelaksanaanpeningkatan kapasitas sumber daya

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Kebudayaan
a. menyusun rencana dan program kegiatanBidang Kebudayaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Kebudayaan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kebudayaan, pelestarian
tradisi dan pembinaan lembaga adat;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan museum Daerah,
pengelolaan cagar budaya Daerah dan pembinaan kesenian dan
sejarah lokal;

h. merumuskan bahanpenetapan cagar budaya Daerah dan
penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1
(satu) provinsi;

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan
BidangKebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Q. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
1. Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
Distankan dan KP berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan,
perikanan, ketahanan pangan serta kesekretariatan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan
kesekretariatan serta kelembagaan petani sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kinerja dinas mencapai
target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan
pangan;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;



h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat Distankan

dan KP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kesekretariatan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan manajemen keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan manajemen kepegawaian, kehumasan,
hukum,  kerja sama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;



l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
Dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan
agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih
dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
protokoler dan kehumasan, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Kepala Bidang Tanaman Pangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tanaman

Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Bidang Tanaman Pangan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Tanaman
Pangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana
pertanian, pengembangan prasarana pertanian, serta
pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah;

g. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha
pertanian bidang tanaman pangan yang kegiatan usahanya
dalam Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan budi daya, penanganan
pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta
pengembangan usaha pertanian bidang tanaman pangan;

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Tanaman
Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Hortikultura  dan Perkebunan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Hortikultura

dan Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Hortikultura dan Perkebunan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Hortikultura
dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;



f. mengarahkan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana
pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengendalian
dan penanggulangan bencana pertanian Daerah;

g. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha
pertanian bidang hortikultura dan Perkebunan yang kegiatan
usahanya dalam Daerah;

h. mengarahkan pengelolaan budi daya, penanganan pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan
usaha pertanian bidang hortikultura dan perkebunan;

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Hortikultura  dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Peternakan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Peternakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Peternakan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Peternakan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pengawasan penggunaan sarana pertanian,
pengembangan prasarana pertanian;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik
(SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran
benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,
pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan
hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu)
daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak
dan rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan
penggembalaan umum, dan penerbitan rekomendasi izin usaha
produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan
hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;



h. mengarahkan pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan,
penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan
menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan
produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk
hewan dari Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan
teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,
penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan
hewan;

i. menyusun rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub
distributor) obat hewan;

j. mengarahkan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian daerah;

k. mengarahkan pengelolaan budidaya, penanganan pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan
usaha pertanian bidang peternakan;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Perikanan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perikanan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Perikanan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Perikanan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam
Daerah, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

g. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan
tempat pelelangan ikan (TPI)/Pasar Ikan;

h. menyusun rekomendasi Izin usaha perikanan (IUP) di bidang
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah;

i. mengarahkan pengelolaan pembudidayaan ikan, penanganan
pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta
pengembangan usaha perikanan;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;



k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Ketahanan

Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang Ketahanan Pangan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan
Pangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan penyediaaan infrastruktur dan
seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor
sesuai kewenangan Daerah;

g. mengarahkan pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
h. mengarahkan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan

pangan kecamatan;
i. mengarahkan penanganan kerawanan pangan kabupaten;
j. mengarahkan pelaksanaan penyediaan penyaluran pangan

pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam
rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

k. merumuskan bahan penentuan harga minimum daerah untuk
pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi;

l. mengarahkan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan
penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang
mencakup dalam Daerah;

m. mengarahkan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan
perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

n. mengarahkan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi
pangan;

o. mengarahkan pelaksanaan pengembangan pangan sumber daya
lokal;

p. mengarahkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;
q. mengarahkan pelaksanaan penyiapan pengembangan

kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkana akses
masyarakat terhadap pangan;

r. mengarahkan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan
prognosa neraca pangan;

s. mengarahkan pelaksanaan penyiapan pengumpulan data harga
pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;



t. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

v. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

R. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

1. Kepala Dinas
a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Disperindagkop

UKM berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas lingkup bidang perindustrian,
perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan
menengah serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan,
pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Dinas
mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang Perindustrian,
Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan Dinas dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja;



l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat

Disperindagkop UKM peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan dinas dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai
habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan
barang/jasa di lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan



p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian

keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Keuangan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas sub bagian umum dan
kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan Dinas dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;



g. melaksanakan kerumahtanggaan Dinas dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
Dinas, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan
agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih
dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perindustrian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perindustrian

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Perindustrian sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penetapan rencana pembangunan industri
kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI)
kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha
industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha
kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri
(IPKI)  yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan
informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin
perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin
perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin
perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah pada
sektor agro industri;

g. mengarahkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
usaha agro industri;

h. mengarahkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan
usaha aneka industri;



i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perdagangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perdagangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup bidang bina usaha dan promosi serta
sarana perdagangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin pengelolaan
pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan,
tanda daftar gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang
(SKPB), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)  untuk
penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan
waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerimaan
waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, surat izin usaha
perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk
pengecer dan penjual langsung minum ditempat, surat
keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai
instansi penerbit surat keterangan asal), rekomendasi penerbitan
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan
rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

g. mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan
bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan
pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang
melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan
misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala
provinsi (lintas Daerah);



i. mengarahkan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah,
menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat Daerah, melakukan operasi pasar dalam
rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam
Daerah, pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam
melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengelolaan

Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang pengelolaan pasar sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaaan pendapatan pasar;
g. mengarahkan pelaksanaan pemungutan retribusi;
h. merumuskan bahan penerbitan hak pakai kios, los, pemakaian

tanah dan sarana pendukung lainnya;
i. mengarahkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

sarana dan prasarana pasar, pembinaan terhadap pengelola
sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya,
pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang tetap dan tidak
tetap di lingkungan pasar serta pelayanan kebersihan,
keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pengelolaan Pasar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan



m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha simpan
pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam
Daerah;

g. mengarahkan fasilitasi pendirian koperasi, merger, pemisahan,
peleburan dan pembubaran koperasi;

h. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin pembukaan
kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi
simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan
dalam Daerah;

i. mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan
koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah serta
pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam
Daerah;

j. mengarahkan pelaksanaan perlindungan koperasi yang
keanggotaannya dalam Daerah,penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaan dalam Daerah, pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam
Daerah serta perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam
Daerah;

k. mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang
dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan,
penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi
kerja; dan



o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

S. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Kepala Badan

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Baperlitbang
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
ekonomi, pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur
dan pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan
perencanaan program serta kesekretariatan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Badan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang ekonomi, pemerintahan dan
kesejahteraan sosial, infrastruktur dan pengembangan wilayah,
penelitian, pengembangan dan perencanaan program sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Badan
mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang ekonomi,
pemerintahan dan kesejahteraan sosial, infrastruktur dan
pengembangan wilayah, penelitian, pengembangan dan
perencanaan program;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan Badan dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTB dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTB guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badansesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat

Baperlitbangberdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis,
petunjuk pelaksanaan dan naskah dinasyang berkaitan dengan
kesekretariatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pen gendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan Badan dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan Badan dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan Badan dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan Badan dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler
dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Ekonomi
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Ekonomi

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun kebijakan perencanaan bidang pertanian (tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan),  dan perikanan
serta ketahanan pangan;

f. menyusun kebijakan perencanaan bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja
dan transmigrasi, penanaman modal dan energi sumber daya
mineral, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Ekonomi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;



h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pemerintahan

dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Sosial agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun kebijakan perencanaan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, sosial, keuangan, kepegawaian, kesatuan bangsa
serta kesekretariatan daerah;

g. menyusun kebijakan perencanaan bidang pendidikan,
kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;



e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyusun kebijakan perencanaan bidang pekerjaan umum,
perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika
serta statistik dan persandian;

g. menyusun kebijakan perencanaan bidang penataan ruang,
perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penelitian,

Pengembangan dan Perencanaan Program berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
Program sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Perencanaan Program agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

f. menyusun kebijakan perencanaan bidang penelitian atau
pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
kerjasama dengan perguruan tinggi serta rekomendasi izin
penelitian dan pengembangan;

g. menyusun kebijakan perencanaan bidang penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah, perencanaan program lintas
organisasi perangkat daerah skala kabupaten, provinsi dan pusat;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Perencanaan Program sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



6. 1. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penelitian

dan Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Penelitian dan
Pengembangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Penelitian
dan Pengembangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan perencanaan bidangpenelitian
atau pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

g. menyusun konsep kebijakan perencanaan bidangkerjasama
dengan perguruan tinggi;

h. menyusun konsep kebijakan perencanaan bidangrekomendasi
izin penelitian dan pengembangan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Penelitian dan
Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

T. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1. Kepala Badan

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan BPPKAD
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang anggaran,
perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data,
pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunanserta kesekretariatan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan
Dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang anggaran, perbendaharaan dan
kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, pendapatan daerah
lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kinerja Badan mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidangAnggaran,
Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi dan Pengolahan
Data, Aset Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan Badan dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTB dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTB guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan
a. menyusun rencana dan program kegiatan SekretariatBPPKAD

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis,
petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup kesekretariatan
guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahanRencana
kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;



h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan Badan dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan Badan dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan badan;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan sekretariatsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan Badan dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

g. melaksanakan kerumahtanggaan Badan dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;



i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Anggaran
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Anggaran

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis,petunjuk pelaksanaan  dan naskah
dinas lingkup bidang anggaran sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Anggaran agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun pedoman penyusunan rencana kerjadan anggaran
(RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP),
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta
penjabarannya, penyusunan, inventarisasi, pengesahan,
pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen
pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan
persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen
pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kasserta
menyusun konsep kebijakan teknis pengelolaan belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran
pembiayaan daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi rencana kerja dan
anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP)
organisasi perangkat daerah, sosialisasi anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
perubahan;

h. mengarahkan pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan
keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

i. merumuskan bahanpenyusunan regulasi pengelolaan keuangan
daerah;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 1. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan

Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Anggaran guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis Seksi Perencanaan
Anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan Anggaran agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkupSeksi Perencanaan Anggaran guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan bahan perumusanpedoman penyusunan
rencana kerjadan anggaran (RKA)/rencana kerja dan
anggaran perubahan (RKAP), penyusunan, inventarisasi,
pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan
anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran
organisasi perangkat daerah;

h. menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
perubahan beserta penjabarannya;

i. menyiapkan bahan penyusunan, inventarisasi, pengesahan,
pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen
pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat
daerah;

j. menyiapkan bahan persetujuan usulan pergeseran anggaran,
revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran
anggaran kas;

k. melaksanakan inventarisasi rencana kerja dan anggaran
(RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP)
organisasi perangkat daerah;

l. melaksanakansosialisasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
perubahan;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pembinaan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan



p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. 2. Kepala Seksi Bina Keuangan Daerah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Bina

Keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Anggaran guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Bina Keuangan Daerah
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Bina
Keuangan Daerah agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan
daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

h. menyusun konsep regulasi pengelolaan keuangan daerah;
i. menyusun konsep kebijakan teknis, bahan analisis,

pengelolaan, penyaluran dan verifikasi administrasi
pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi
hasil, belanja hibah, belanja bansos, belanja bantuan
keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran
pembiayaan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Bina Keuangan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perbendaharaan

dan Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup  bidang perendaharaan, gaji dan kas daerah sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;



e. memverifikasi konsep  Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyusun rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan
keuangan provinsi, laporan pertanggungjawaban fungsional
bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan
penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan
surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat
perintah pencairan dana (SP2D), laporan penyerapan anggaran;

g. mengarahkan pelaksanaan verifikasi surat perintah membayar
(SPM) dan pengelolaan belanja non gaji;

h. mengarahkan pelaksanaan verifikasi berkas pembayaran gaji
pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan
pengeluaran kas;

i. menganalisa penempatan uang daerah dan menatausahakan
investasi daerah;

j. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP);

k. menyusun Buku Kas Umum (BKU) dan melaksanakan
rekonsiliasi;

l. menyusun bahan dan melaksanakan rekonsiliasi perhitungan
pihak ketiga atas pembayaran iuran wajib pegawai;

m. menyiapkan bahan pengelolaan dana transfer;
n. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 1. Kepala Seksi Perbendaharaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Perbendaharaan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Perbendaharaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konseprancangan anggaran kas daerah
g. menyusun konsep laporan pertanggungjawaban fungsional

bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah;
h. menyiapkan bahanpencairan bantuan keuangan provinsi;



i. menyiapkan bahan penolakan penerbitan surat perintah
pencairan dana (SP2D);

j. menyiapkan bahan penerbitan surat penyediaan dana (SPD)
organisasi perangkat daerah;

k. menyiapkan bahan penerbitan surat perintah pencairan dana
(SP2D), laporan penyerapan anggaran;

l. melaksanakan verifikasi surat perintah membayar (SPM) dan
pengelolaan belanja non gaji;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Perbendaharaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. 2. Kepala Seksi Gaji dan Kas Daerah
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Gaji dan Kas

Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis,petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Gaji dan Kas Daerah sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Gaji dan
Kas Daerah agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakanverifikasi berkas pembayaran gaji pegawai;
g. melaksanakanpengelolaan administrasia bukti penerimaan

dan pengeluaran kas;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Gaji dan Kas Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Akuntansi dan

Pengolahan Data berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjukpelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang akuntansi, pengolahan data penerimaan dan
pengeluaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan
Pengolahan Data dalam melaksanakan tugas agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan verifikasi laporan keuangan organisasi
perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat
daerah;

g. mengarahkan pelaksanaan pengolahan data penerimaan dan
pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan
pengeluaran;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Akuntansi
dan Pengolah Data sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 1. Kepala Seksi Akuntansi
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Akuntansi

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk  pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup  Seksi Akuntansi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Akuntansi
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakanverifikasi laporan keuangan organisasi
perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan
keuangan daerah;

g. melaksanakan pembinaan petugas akuntansi organisasi
perangkat daerah;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Akuntansi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;



i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. 2. Kepala Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengolahan

Data Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup  Seksi Pengolahan Data
Penerimaan dan Pengeluaran sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan
Data Penerimaan dan Pengeluaran agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. melaksanakan pengolahan data penerimaan dan
pengeluaran;

g. melaksanakan pemeliharaan basis data penerimaan dan
pengeluaran;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pengolahan Data Penerimaan
dan Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Aset Daerah
a. menyusun rencana dan program kegiatanBidang Aset Daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang penatausahaan asset,pemanfaatan dan
pengamanan asset, pengadaan dan distribusi aset sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;



e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Aset Daerah
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahanpenetapan status penggunaan barang milik
daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah,
penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan
atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;

g. merumuskan bahanpemanfaatan, pemindah-tangananan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

h. merumuskan bahan pengadaan barang milik daerah, distribusi
barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah,
penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah serta standarisasi barang dan harga;

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
AsetDaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. 1. Kepala Seksi Penatausahaan Aset
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Penatausahaan Aset berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Aset Daerah guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Penatausahaan Aset sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Penatausahaan Aset agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep penetapan status penggunaan barang
milik daerah;

g. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah;

h. menyusun konsep penerbitan surat perintah penyaluran
barang;

i. menyusun konsep persetujuan atas perubahan kondisi fisik
barang milik daerah;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Penatausahaan Aset sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. 2. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemanfaatan

dan Pengamanan Aset berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Penatausahaan Aset guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup seksi pemanfaatan dan
pengamanan aset sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi
Pemanfaatan dan Pengamanan Aset agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. menyusun konseppemanfaatan barang milik daerah;
g. menyusun konsep pemindah-tangananan barang milik

daerah;
h. menyusun konsep pemusnahan dan penghapusan barang

milik daerah;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan
Pengamanan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
a. menyusun rencana dan program Bidang Pendapatan Daerah

Lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis,petunjukpelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang pendataan, penilaian dan penetapan,
pengolahan data dan informasi serta penagihan dan penerimaan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;



e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan
Daerah Lainnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaanpendataan, penilaian dan penetapan
pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan
penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang,
dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain
pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (PBB dan BPHTB);

g. mengarahkan pelaksanaan pelayanan wajib pajak dan pengelolaan
data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);

h. mengarahkan pelaksanaanpenagihan dan penerimaan pajak
daerah selain Pajak Bumi dan BangunansertaBea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB);

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pendapatan Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. 1. Kepala Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi Pendataan,

Penilaian dan Penetapan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pendapatan Daerah Lainnya guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksaan tugas Seksi
Pendataan,Penilaian dan Penetapan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

f. melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan pajak
daerahselain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);

g. melaksanakan pengelolaan administrasi pendataan, penilaian
dan penetapan pajak daerahselain pajak bumi dan bangunan
dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan
BPHTB);

h. melaksanakan penghitungan pajak daerah terutangselain
pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (PBB dan BPHTB);



i. melaksanakan pengelolaan administrasi keberatan atau
banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan
BPHTB);

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. 3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penagihan

dan Penerimaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pendapatan Daerah Lainnya guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup seksi penagihan dan penerimaan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Penagihan
dan Penerimaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan penagihan pajak daerah selain Pajak Bumi
dan BangunansertaBea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (PBB dan BPHTB);

g. melaksanakan penerimaan pajak daerah selain Pajak Bumi
dan BangunansertaBea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (PBB dan BPHTB);

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Penagihan dan Penerimaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
a. menyusun rencana dan program kegiatanBidang Pajak Bumi dan

BangunansertaBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup bidang pendataan, penilaian dan penetapan,
pengolahan data dan informasi serta penagihan dan penerimaan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi
dan BangunansertaBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan
obyek dan subyek Pajak Bumi dan BangunansertaBea
PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB);

g. mengarahkan pelaksanaan penyajian data dan informasi
penerimaan dan mutasi data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB),
pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan
sistim pembentukan basis data pendapatan daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan penagihan dan penerimaan serta
penentuan obyek pemeriksaan Pajak Bumi dan BangunansertaBea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB);

i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pajak
Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. 1. Kepala Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendataan,

Penilaian dan Penetapan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
BidangPajak Bumu dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pendataan,
Penilaian dan Penetapan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;



f. melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan obyek
dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB);

g. melaksanakan penilaian obyek dan subyek Pajak Bumi dan
BangunansertaBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(PBB dan BPHTB);

h. melaksanakan penetapan obyek dan subyek Pajak Bumi dan
Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (PBB dan BPHTB);

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. 3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penagihan

dan Penerimaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Bidang Pajak Bumu dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan guna terwujud sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Seksi Penagihan dan Penerimaan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Penagihan
dan Penerimaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
sertaBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan
BPHTB);

g. melaksanakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan
BPHTB);

h. melaksanakan penentuan obyek pemeriksaan Pajak Bumi
dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (PBB dan BPHTB);

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Penagihan dan Penerimaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan



l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1. Kepala Badan

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan BKD berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pengembangan, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan
kesejahteraan pegawai serta kesekretariatan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan
Badan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang pengembangan, mutasi dan
kepangkatan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Badan
mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pengembangan,
mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan Badan dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTB dengan
mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan di UPTB guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat BKD

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis,
petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan
kesekretariatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama
(IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen
pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan Badan dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan Badan dengan mengarahkan
pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas;

m. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. menyusun rencana dan program Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;



e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen
perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

h. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan Badan dengan mengelola surat-
menyurat, kearsipan dan dokumentasi;



g. melaksanakan kerumahtanggaan Badan dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler
dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pengembangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengembangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pengembangan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
kepegawaian;

g. mengarahkan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
h. mengarahkan penyusunan formasi pegawai;
i. meneliti dan mengkaji konsep petunjuk teknis pengadaan calon

Aparatur Sipil Negara;
j. mengarahkan pelaksanaan pengadaan calon Aparatur Sipil

Negara;
k. mengarahkan pelaksanaan pengadaan tenaga honorer dan tenaga

harian lepas;
l. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan penggunaan sarana

computer assisted test;
m. merumuskan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
n. mengarahkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
o. mengarahkan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan;
p. merumuskan bahan rekomendasi pemberian izin belajar dan tugas

belajar;
q. merumuskan bahan rekomendasi bantuan stimulan tugas belajar;
r. mengarahkan penyelenggaraan fasilitasi ujian dinas dan ujian

penyesuaian kenaikan pangkat;



s. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

u. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Mutasi dan

Kepangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Mutasi dan Kepangkatan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan
Kepangkatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penempatan dan pemindahan pegawai;
g. merumuskan bahan pengangkatan, dan pemindahan dalam

jabatan struktural dan fungsional;
h. mengarahkan pelaksanaan evaluasi kompetensi pegawai;
i. meneliti dan mengkaji konsep pengangkatan calon aparatur sipil

Negara;
j. meneliti dan mengkaji konsep pengangkatan CPNS menjadi PNS;
k. meneliti dan mengkaji konsep usulan kenaikan pangkat pegawai

negeri sipil, pensiun dan peninjauan masa kerja;
l. meneliti dan mengkaji konsep kenaikan jabatan fungsional;
m. meneliti dan mengkaji konsep rekomendasi izin penggunaan gelar

kesarjanaan;
n. mengarahkan fasilitasi pengurusan taspen;
o. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Mutasi dan
Kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan dan

Kesejahteraan Pegawai berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;



b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja Badan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan Pegawai agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin
pegawai;

g. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
h. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi sumpah janji pegawai negeri

sipil;
i. mengarahkan pelaksanaan pemberian bimbingan dan konseling;
j. meneliti dan mengkaji konsep kenaikan gaji berkala;
k. meneliti dan mengkaji konsep izin cuti;
l. meneliti dan mengkaji konsep usulan kartu suami/isteri, kartu

pegawai;
m. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi laporan harta kekayaan

pejabat Negara;
n. meneliti dan mengkaji konsep usulan jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian;
o. memberikan rekomendasi pencairan tabungan perumahan;
p. meneliti dan mengkaji konsep usulan penghargaan dan tanda jasa;
q. meneliti dan mengkaji usulan peningkatan kesejahteraan pegawai;
r. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Pembinaan
dan Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

t. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1. Kepala BPBD

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana, pananganan darurat, rahabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. menyelenggarakan penanggulangan bencana;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;



g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
2. Unsur Pengarah

a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kebijakan

penanggulangan bencana daerah;
c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

penanggulangan bencana daerah.
3. Unsur Pelaksana
1. Kepala Pelaksana

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan BPBD
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik,
rehabilitasi dan rekonstruksi serta kesekretariatan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan
kegiatan Badan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan
rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kinerja Badan mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik,
rehabilitasi dan rekonstruksi;

g. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan Badan dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat BPBD

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis,
petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara menelaah
dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja
Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan verifikasi dan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan;

g. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur
pengarah penanggulangan bencana;

i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, protokol, hukum,  kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

k. menyelenggarakan ketatausahaan Badan dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

l. menyelenggarakan kerumahtanggaan Badan dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di
lingkungan dinas;

m. mengoordinasikan dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur
pengarah penanggulangan bencana;

g. melaksanakan ketatausahaan Badan dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan kerumahtanggaan Badan dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

i. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler
dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pencegahan

dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

g. melaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;



h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kedaruratan

dan Logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan
dan Logistik agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik;

g. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja
Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;



d. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
g. melaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Kepala Badan

a. merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bakesbangpol
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan serta kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

c. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan
Badan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam
negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kinerja Badan mencapai
target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa,
politik  dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

g. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
h. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan Badan dengan

mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Badansesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;



l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat

Bakesbangpol berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja
Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

c. mengoordinasikan dan menyusun bahan penyusunan kebijakan
teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas dengan cara
menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memverifikasi dan mengoordinasikan dalam penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan;

g. mengoordinasikan dalam perumusan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

h. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban anggaran;

i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

j. menyelenggarakan ketatausahaan Badan dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

k. menyelenggarakan kerumahtanggaan Badan dengan mengarahkan
pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
dinas;

l. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
internal pemerintah di lingkungan Badan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji
peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya
sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan di lingkungan
Sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan ketatausahaan Badan dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

f. melaksanakan kerumahtanggaan Badan dengan mengelola
barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana
dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar
tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan
nyaman;

g. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, protokoler
dan kehumasan, hukum, kerjasama, keorganisasian dan
ketatalaksanaan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kesatuan

Bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan
perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja
Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan
Bangsa agar diperoleh hasil kerja yang optimal;



e. merumuskan bahan pembinaan bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhinneka  tunggal  ika,  sejarah  kebangsaan,  serta
ketahanan  ekonomi, sosial dan  budaya;

f. merumuskan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika;

g. merumuskan bahan fasilitasi kerukunan umat beragama,
penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini;

h. melaksanakan kerjasama intelijen;
i. melaksanakan pemantauan  orang  asing,  tenaga  kerja  asing

dan  lembaga  asing, kewaspadaan  perbatasan  antar Daerah;
j. melaksanakan fasilitasi  kelembagaan bidang kewaspadaan dan

penanganan konflik.
k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Kesatuan
Bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Politik Dalam

Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah
dinas dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja
Badan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

e. merumuskan bahan pembinaan bidang pendidikan politik,  etika
budaya politik dan peningkatan demokrasi;

f. merumuskan bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, forum
koordinasi pimpinan daerah, perwakilan dan partai politik,
pemilihan  umum/pemilihan umum kepala daerah;

g. melaksanakan pemantauan situasi politik serta pendaftaran
organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan;

i. melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing;

j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Politik
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;



k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. KECAMATAN
1. Camat

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang tata
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan,
kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan
pelayanan dan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan
kedinasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang tata pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat,
ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
mencapai target yang telah ditetapkan;

f. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dengan
mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Camat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat Kecamatan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
kecamatan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis,
petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup kesekretariatan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
pelaksanaan tugas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon
anggaran yang ditetapkan;

h. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan
dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyelenggarakan ketatausahaan kecamatandengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

j. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas dengan mengarahkan
pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan
sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan
kecamatan;

k. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan, administrasi
kepegawaian, kehumasan, hukum,  kerjasama, keorganisasian
dan ketatalaksanaan;

l. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan sekretariat
kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;



e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen
perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

h. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen pelaporan lainnya
sesuai ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan administrasi keuangan dalam rangka
pencairan anggaran, pengelolaan,pembukuan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
sekretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan ketatausahaan kecamatan dengan mengelola
surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;



g. melaksanakan kerumahtanggaan kecamatan dengan
mengelola barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa
di lingkungan kecamatan, pengamanan kantor, kebersihan
dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib,
aman, bersih dan nyaman;

h. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian,
kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Tata

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan kecamatan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup Seksi Tata Pemerintahan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Tata
Pemerintahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas pemerintah
desa/kelurahan;

g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa
atau lurah;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
desa dan/atau kelurahan;

k. melaksanakan fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan
perangkat desa;

l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan dan
pemberhentian kepala desa;

m. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dan
lembaga kemasyarakatan;

n. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan asset
desa;

o. melaksanakan fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan
tingkat kecamatan;



p. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa
dengan pihak ketiga;

q. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
pemerintahan di bidang tata pemerintahan;

r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di
lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

t. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan kecamatan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkupSeksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan
masyarakat dan desa agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

g. memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
di desa/kelurahan;

h. melaksanakan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

i. menyusun konsep rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

j. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa/kelurahan;
k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kader pemberdayaan

masyarakat dan desa;
l. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di
lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kesejahteraan

Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan kecamatan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas seksi kesejahteraan rakyat sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan
rakyat agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan,
olahraga, seni, budaya,keagamaan, kesehatan dan pendidikan;

g. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di
lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Pelayananberdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan kecamatan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkupseksi ketenteraman, ketertiban umum dan
pelayanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas seksi ketenteraman,
ketertiban umum dan pelayanan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan
pelayanan di tingkat kecamatan;

g. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
daerah dan peraturan bupati;

h. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;



i. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal
di wilayah kecamatan;

j. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan
pelayanan;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di
lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Lurah
a. menyusun rencana dan program kegiatankelurahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan kecamatan
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas Camat lingkupkelurahan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun konsepStandar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Camat lingkup
kelurahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
g. melaksanakan pembe`rdayaan masyarakat;
h. melaksanakan pelayanan masyarakat;
i. melaksanakanpemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum,

sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di

lingkungan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. 1. Sekretaris Kelurahan
a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat

kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;



c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
kelurahan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis kesekretariatan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup kesekretariatan guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

h. menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan dengan
mengelola surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

i. menyelenggarakan kerumahtanggaan kelurahan dengan
mengelola barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana dan prasaranakelurahan;

j. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan keuangan,
administrasi kepegawaian, kehumasan, hukum,  kerjasama,
keorganisasian dan ketatalaksanaan;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Sekretariat Kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. 2. Kepala Seksi Pemerintahan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
kelurahan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkupSeksi Pemerintahan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan
tugas seksi pemerintahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan penyusunan profil dan monografi
kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;



h. melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;

i. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan
umum;

j. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan ideologi negara,
organisasi sosial politik serta organisasi dan lembaga
kemasyarakatan;

k. menyusun konsep rekomendasi perizinan dan non perizinan;
l. menyiapkan bahan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

pemerintah di lingkungan Kepala Seksi Pemerintahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

o. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. 3. Kepala Seksi Pembangunan
a. menyusun rencana dan program kegiatanSeksi Pembangunan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
kelurahan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkupSeksi Pembangunan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan
tugas Seksi Pembangunan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitasi pelayanan umum;

g. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan usaha ekonomi
masyarakat;

h. menyiapkan bahan pembinaan kepariwisataan,
perdagangan,perindustrian, kerajinan dan pertanian;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Pembangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan lancar;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



7. 3. Kepala Seksi Kemasyarakatan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi

Kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan
kecamatan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkupSeksi Kemasyarakatan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan
tugas Seksi Kemasyarakatan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan pemberdayaan
masyarakat;

g. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan sosial budaya
masyarakat;

h. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan kesehatan,
pendidikan, pemuda dan olahraga, peranan wanita dan
keagamaan;

i. melaksanakan kegiatan kesejahteraan masyarakat dan
penanganan bencana;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan Seksi Kemasyarakatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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